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BAB V 

PENUTUP 

5.3 Kesimpulan 

Peran penyidik pegawai negeri sipil dalam pemberantasan tindak 

pidana peredaran obat tradisional ilegal di provinsi Gorontalo adalah 

dengan melakukannya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 

peredaran obat tradisional tersebut, dengan proses diantaranya : 

melakukan pemeriksaan atas laporan, pengumpulan barang bukti, 

penangkapan dan penahanan sementara yang dibantu oleh pihak 

kepolisian, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik 

pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan, pembuatan berita 

acara pemeriksaan (BAP), penyerahan tersangka beserta surat pengantar 

dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan 

kepada penyidik Polri, menyerahkan hasil penyyidikan kepada penuntut 

umum melalui penyidik Polri berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang 

No. 36 Tahun 2009 erta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum 

lainnya dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal, khususnya 

dalam penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal 

yang ada di Provinsi Gorontalo. 

Adapun kendala yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Badan Penawas Obat dan Makanan dalam memberantass tindak 

pidana peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Gorontalo addalah 

sebagai berikut : tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang 
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tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal baik secara formil maupun 

materil, dari penegak hukumnya seperti sumber daya manusia yang ada 

masih sangat minim, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil 

badan pengawas obat dan makanan yang ada, luasnya daerah jangkauan, 

kurangnya koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil badan 

pengawas obat dan makanan dengan aparat penegak hukum lainnya, 

kurangnya sarana dan prasarana yang ada, Dan kurangnya kepedulian dan 

kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Provinsi 

Gorontalo untuk melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

5.4 Saran 

Kepada Pemerintah, khususnya Badan Pengawass Obat dan 

Makanan Provinsi Gorontalo untuk lebih mengoptimalkan peran penyidik 

pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam 

pemberantasan obat tradisional ilegal di Provinsi Gorontalo ini dengan 

mengoptimalkan anggaran, sarana dan fasilitas serta jumlah penyidik 

pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan. 

Pihak penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan 

makanan provinsi Gorontalo, pihak Kepolisian, serta instansi terkait dalam 

tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, Pemerintah, dan para 

pedagang serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat satu 

kesepahaman untuk memberantas tindak pidana eredaran obat tradisional 

ilegal di Provinsi Gorontalo ini. 
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Penyuluhan hukum harus selalu dan sering diberikan kepada 

masyarakat dan kepada para pedagang secara rutin agar kesadaran 

terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat tahu 

tentang bahayanya mengkonsumsi obat tradisional ilegal tersebut. 
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